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LAPORAN PENDAHULUAN



 Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan 

Pengelolaan Lingkungan Hidup

 Peraturan Pemerintah RI Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tatacara 

Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

 Peraturan Presiden RI Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan 

Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup RI Nomor 09 Tahun 2011 

tentang Pedoman Umum Kajian Lingkungan Hidup Strategis

❑ Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan 

Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

❑ Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan 

Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

❑ Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik 

Indonesia Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Peraturan 

Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara 

Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.

LANDASAN HUKUM YURIDIS KLHS





dalam KRP PLTN



PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

Upaya sadar dan terencana 

yang memadukan aspek 

lingkungan hidup, sosial, dan 

ekonomi, ke dalam strategi 

pembangunan untuk menjamin 

keutuhan lingkungan hidup serta 

keselamatan, kemampuan, 

kesejahteraan, dan mutu hidup 

generasi masa kini dan generasi 

masa depan

UUPPLH Nomor 32 Tahun 2009, Pasal 1 butir ke-3 





17 SASARAN POKOK 

 PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

1. Meniadakan KEMISKINAN

2. Mengurangi isu KELAPARAN (Pangan)

3. KESEHATAN dan KESEJAHTERAAN yang baik

4. PENDIDIKAN berkualitas

5. Kesetaraan GENDER

6. AIR BERSIH dan SANITASI

7. ENERGI yang terjangkau dan bersih

8. PEKERJAAN yang layak dan PERTUMBUHAN EKONOMI

9. INDUSTRI, INOVASI dan INFRASTRUKTUR

10. Mengurangi KETIMPANGAN

11. KOTA dan komunitas berkelanjutan

12. KONSUMSI dan PRODUKSI yang bertanggung jawab

13. AKSI IKLIM - adaptasi dan mitigasi perubahan iklim

14. KEHIDUPAN di bawah air dan KELAUTAN

15. KEHIDUPAN di DARAT

16. Institusi kuat PERDAMAIAN dan KEADILAN

17. KEMITRAAN untuk mencapai tujuan



Haryadi (1999)

Untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan dan 

kelestarian fungsi lingkungan hidup, maka perlu 

mempertimbangkan 3 (tiga) hal penting, yaitu:

(a) Perlindungan sistem penyangga kehidupan, yaitu 

EKOSISTEM;

(b) Pemeliharaan KEANEKARAGAMAN sumberdaya alam 

(hayati dan non hayati) dan ekosistem yang ada; dan

(c) Pemanfaatan secara lestari sumberdaya alam dan 

ekosistemnya (KEADILAN generasi masa kini dan masa 

yang akan datang). 
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Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup, 

termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan 

manusia serta makhluk hidup lainnya (UUPPLH Nomor 32 Tahun 2009)



UUPPLH BAB I Pasal 1 butir ke-2

Perlindungan dan Pengelolaan 
Lingkungan Hidup adalah upaya 
sistematis dan terpadu yang dilakukan 
untuk melestarikan fungsi lingkungan 
hidup dan mencegah terjadinya 
pencemaran dan/atau kerusakan 
lingkungan hidup, yang meliputi: 

perencanaan, pemanfaatan, 
pengendalian, pemeliharaan, 
pengawasan dan penegakan 
hukum.



Tujuan PPLH (Pasal 3)

a. melindungi wilayah Negara Kesatuan 

Republik Indonesia dari pencemaran 

dan/atau kerusakan lingkungan hidup;

b. menjamin keselamatan, kesehatan, dan 

kehidupan manusia;

c. menjamin kelangsungan kehidupan 

makhluk hidup dan kelestarian ekosistem;

d. menjaga kelestarian fungsi 

lingkungan hidup;

e. mencapai keserasian, 

keselarasan, dan 

keseimbangan lingk. hidup;



Tujuan PPLH (Pasal 3)

f. menjamin terpenuhinya keadilan 

generasi masa kini dan generasi masa 

depan;

g. menjamin pemenuhan dan perlindungan 

hak atas lingkungan hidup sebagai 

bagian dari hak asasi manusia;

h. mengendalikan pemanfaatan sumber 

daya alam secara bijaksana;

i. mewujudkan pembangunan 

berkelanjutan; dan

j. mengantisipasi isu 

lingkungan global.



Komponen Materi KLHS → SASARAN

❑ Kapasitas DAYA DUKUNG dan DAYA 

TAMPUNG Lingkungan Hidup

❑ Perkiraan DAMPAK dan RISIKO Lingkungan

❑ Kinerja Layanan / JASA EKOSISTEM

❑ EFISIENSI Pemanfaatan Sumberdaya Alam

❑ Tingkat Kerentanan dan Kapasitas Adaptasi 

terhadap PERUBAHAN IKLIM

❑ Tingkat Ketahanan dan Potensi KEANEKA-

RAGAMAN HAYATI

UUPPLH Nomor 32 Tahun 2009 Pasal 16
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KLHS untuk KRP Lainnya

Kriteria KRP Lainnya

Penapisan KRP Lainya

Aktivitas nuklir menyimpan risiko dan potensi dampak 
lingkungan yang signifikan dan kompleks, yang jika tidak 
dikelola dengan baik dapat menimbulkan efek negatif 
terhadap ekosistem dan masyarakat sekitar.

Peraturan Pemerintah 
Nomor 46 Tahun 2016 
tentang Tata Cara 
Penyelenggaraan KLHS

→ Pembangunan PLTN 
diwajibkan penyelenggaraan 
KLHS untuk KRP lainnya



Pasal 2

 (1)    Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib membuat KLHS untuk memastikan bahwa prinsip  

Pembangunan Berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam Pembangunan suatu wilayah 

dan/atau Kebijakan, Rencana, dan/atau Program.

(2)     KLHS sebagaimana  dimaksud pada ayat  (1) wajib dilaksanakan  ke dalam  penyusunan  atau 

evaluasi:

a.  Rencana tata  ruang  wilayah beserta rencana   rincinya, RPJP nasional,   RPJP daerah,   

RPJM nasional, dan RPJM daerah; dan

b. Kebijakan, Rencana, dan/atau  Program yang berpotensi  menimbulkan  dampak dan/atau  

risiko Lingkungan Hidup 

(2)   Kebijakan,    Rencana,  dan/  atau    Program    yang  berpotensi menimbulkan    dampak  dan/ atau  risiko 

Lingkungan    Hidup sebagaimana    dimaksud   dalam   Pasal 2  ayat (2)  huruf    b, meliputi:

a. Kebijakan,    Rencana,   dan/atau  Program  pemanfaatan ruang  dan/ atau   lahan  yang ada di  

daratan,   perairan, dan udara yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau  risiko   Lingkungan   

Hidup yang meliputi:

1.  perubahan  iklim;

2.  kerusakan,   kemerosotan,   dan/atau kepunahan keanekaragaman  hayati;

3.  peningkatan     intensitas dan cakupan wilayah bencana banjir,  longsor,  kekeringan, dan/atau kebakaran   

hutan    dan  lahan;

4.  penurunan    mutu   dan    kelimpahan    sumber   daya alam;

5.  peningkatan    alih   fungsi  kawasan  hutan   dan/ atau lahan;

6.  peningkatan    jumlah    penduduk    miskin   atau terancamnya  keberlanjutan penghidupan sekelompok   

masyarakat;   dan/ atau

7.  peningkatan    risiko     terhadap    kesehatan  dan keselamatan  manusia.

Pasal 3

Kriteria KRP Lainnya dalam PP Nomor 46 Tahun 2016

“Kriteria KRP lainnya menurut 
ketentuan PP No 46 tahun 2016 
termuat pada pasal 2 dan pasal 3”



Daftar KRP yang wajib dilaksanakan 
tanpa penapisan terlebih dahulu

Kriteria KRP Lainnya dalam PerMen LHK Nomor 13 Tahun 2024



Penapisan KRP Lainnya Berpotensi menimbulkan dampak/risiko LH 

Identifikasi 
Muatan KRP 

Penentuan Potensi 
Dampak dan Risiko LH

Penyusunan Hasil 
Penapisan

Berita Acara 
Penapisan

1. KRP Wajib 
dilengkapi KLHS

2. KRP Tidak Wajib 
dilengkapi  KLHS

a) perubahan iklim;

b) kerusakan, kemerosotan dan/atau kepunahan 

keanekaragaman hayati;

c) peningkatan intensitas dan cakupan wilayah bencana 

banjir, longsor, kekeringan dan/atau kebakaran hutan 

dan lahan;

d) penurunan mutu dan kelimpahan sumber daya alam;

e) peningkatan alih fungsi kawasan hutan dan/atau 

lahan;

f) peningkatan jumlah penduduk miskin atau 

terancamnya keberlanjutan penghidupan kelompok 

masyarakat; dan/atau;

g) peningkatan risiko terhadap kesehatan dan

h) keselamatan manusia.

PerMen LHK No 13 Tahun 2024 Pasal 7 ayat (2)

PerMen LHK No 13 Tahun 2024 
Pasal 7 ayat (4)

PerMen LHK No 13 Tahun 2024 
Pasal 7 ayat (3)



Penapisan KRP Lainnya

Format Berita Acara Penapisan Berdasarkan 
Lampiran I Permen LHK No 13 tahun 2024



Penapisan
Format Berita Acara Penapisan Berdasarkan 

Lampiran I Permen LHK No 13 tahun 2024

KRP Lainnya



Proses Penyelenggaraan KLHS berdasarkan KRP yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau risiko terhadap lingkungan hidup  Studi Kasus Penapisan

✓Proses Penyelenggaraan KLHS berdasarkan KRP yang berpotensi menimbulkan

dampak dan/atau risiko terhadap lingkungan hidup→ Studi Kasus Penapisan

../STUDI%20KASUS%20PENAPISAN%20-%20IKN.docx
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INTERAKSI PLTN dengan LINGKUNGAN

❑ PLTN sebagai sistem pembangkit listrik komersial, PLTN memerlukan dukungan 

lingkungan untuk mencapai dan mempertahankan keberhasilan operasinya. 

❑ PLTN sebagai sistem yang kecelakaannya bisa melepaskan zat radioaktif yang 

berbahaya bagi kehidupan, PLTN memerlukan lingkungan biofisik dan sosial 

yang tidak mengancam integritasnya.

❑ PLTN ditopang oleh infrastruktur lain yang beragam yang memerlukan 

pembangunan, pengoperasian, dan penutupan yang mempengaruhi 

lingkungan.

❑ Keselamatan adalah isu penting dalam keberlanjutan PLTN.
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INTERKASI PLTN dengan LINGKUNGAN

Faktor-faktor yang Berhubungan dengan Lingkungan  

▪ Lokasi dan teknologi utama

▪ Konstruksi, operasi, dan dekomisioning

▪ Siklus bahan bakar nuklir

▪ Pengelolaan bahan bakar bekas/penyimpanan dan 

pembuangan limbah radioaktif

▪ Perlindungan dan keamanan fisik

▪ Kesiapsiagaan dan tanggap darurat

▪ Persyaratan infrastruktur fisik yang lebih luas
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INTERKASI PLTN dengan LINGKUNGAN

Dampak Potensial PLTN terhadap Lingkungan 

▪ Udara, air, dan tanah

▪ Emisi (radiologis dan non-radiologis), kebisingan, dan 

getaran

▪ Lahan, bentang lahan, warisan budaya

▪ Ekosistem

▪ Perubahan iklim

▪ Kesehatan, kesejahteraan, dan keselamatan publik

▪ Ekonomi (berkaitan dengan implikasi lingkungan) dan 

masyarakat

▪ Bencana alam



PERTANYAAN Penting

1. Kepastian Lokasi Rencana Pembangunan PLTN dimana? Lokasi 
secara geografis dan administratif.

2. Model atau Profil PLTN seperti apa yang akan dikembangkan? 
Menyangkut teknologi, regulasi, keselamatan, keamanan, dan 
lainnya.

3. Sistem Operasional PLTN yang akan diterapkan seperti apa? 
Hubungannya dengan: sumber energi, sumber air pendingin,       
jalur transportasi, pembuangan limbah, dan SOP lainnya.

4. Keterbukaan Rencana Kegiatan dan bentuk keterlibatan atau 
Partisipasi Masyarakat seperti apa? Kaitannya dengan potensi 
konflik sosial.

Kebutuhan Data

Kebutuhan Data
Deskripsi Umum

Deskripsi Umum
Profil PLTN

Profil PLTN

KLHS Calon Tapak PLTN - 012 Kebutuhan Data untuk Analisis.pdf
KLHS Calon Tapak PLTN - 013 Deskripsi Umum Wilayah Kajian.pptx
KLHS Calon Tapak PLTN - 014 Profil PLTN.pptx
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JADWAL / AGENDA KEGIATAN



KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP/BADAN PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP   
2024

TERIMA KASIH

Sekian dan Terimakasih
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